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ABSTRAK

Henny Fitrianie, NIM. 2120419320015, 2023. Implementasi Kebijakan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang program dana dalam Kkegiatan
pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Program Studi Administrasi
Publik, dibawah bimbingan Asmu’i.

Penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah
adanya Dana Kelurahan dari Pemerintahnya sendiri. Baik itu dari segi pelayanan publik
maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan di Kelurahan
Pabahanan dan juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program ini di seluruh
Kelurahan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018
pada Tahun Anggaran 2019.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari.
Adapun Informan yang diwawancarai peneliti antara lain Lurah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran, Kepala Seksi Pembangunan selalu Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Masyarakat / Para Ketua RT selaku pemangku
wilayah, dan LPM sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Peneliti menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mana
pelaksananya adalah kelompok masyarakat/LPM yang ada di Kelurahan Pabahanan.
Kepengurusan LPM terdiri dari para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
para Kader PKK. LPM di bentuk berdasarkan hasil rapat pihak kelurahan dengan tokoh
masyarakat. Kepengurusan LPM dibentuk setiap 3 tahun sekali. Yang bertanggung jawab
dan penandatanganan atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan
adalah Ketua LPM, Sekretaris, dan Bendahara.

Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan
Pemberdayaan di Kelurahan Pabahanan adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan
anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan
terhadap Kementerian, Kebijakan kurang responsif, kurangnya koordinasi masyarakat
dengan pihak ketiga, minimnya tenaga produktif.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi / Musrenbang setiap tahun dalam rangka
menindaklanjuti dan meningkatkan pemerataan pembangunan di kelurahan Pabahanan
sesuai dengan harapan kementerian dimana pembangunan sarana dan prasarana dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa dilaksanakan dengan cepat melalui swakelola
maka harus selalu saling berkoordinasi dan komunikasi antar ketua RT dengan pihak
kelurahan dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat group whatshapp untuk
memperoleh informasi dan komunikasi yang cepat atau bisa juga dilaksanakan rapat-rapat
koordinasi antar RT, RW, dan tokoh masyarakat dengan pihak kelurahan setiap bulan
sekali dijadwalkan pada malam hari karena pada siang hari kebanyakan para ketua RT
masing-masing bekerja  sehingga tidak dapat berhadir untuk melaksanakan rapat
koordinasi tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pembangunan
Dana Kelurahan



ABSTRACT

Henny Fitrianie, NIM. 2120419320015, 2023. Implementation of Minister of Home
Affairs Policy Number 130 of 2018 concerning program funds in facilities and
infrastructure development activities and community empowerment in Pabahanan Village,
Pelaihari District, Tanah Laut Regency. Public Administration Study Program, under the
guidance of Asmu'i.

This research is to find out the benefits that the community can feel after the
existence of Village Funds from the Government itself. Both in the field of public services
and development carried out by the Subdistrict Government in Pabahanan Subdistrict and
also to determine the suitability of implementing this program in all Subdistricts if it is
linked to Minister of Home Affairs Regulation No. 130 of 2018 in the 2019 Fiscal Year.

The research location was carried out in Pabahanan Village, Pelaihari District.
The informants interviewed by researchers included the Village Head as the Authorized
Budget User, the Head of the Development Section who is always the Technical
Implementation Officer for Activities, the Assistant Expenditure Treasurer, and the
Community/RT Heads as regional stakeholders, and the LPM as the implementer of
development activities. The researcher used a qualitative descriptive research method
where the data collection techniques used were interviews, observation and
documentation.

In carrying out facilities and infrastructure development activities, the
implementers are community groups/LPM in Pabahanan Village. LPM Management
consists of RT/RW Heads, community leaders, religious leaders, and PKK cadres. The
LPM was formed based on the results of a meeting between sub-district officials and
community leaders. The LPM management is formed every 3 years. Those responsible for
and signing all development activities carried out in the Subdistrict are the LPM Chair,
Secretary and Treasurer.

Factors inhibiting the implementation of Minister of Home Affairs Policy Number
130 of 2018 concerning Fund Program for Development Activities and Empowerment of
Facilities and Infrastructure in Pabahanan District are weak coordination, limited
budget, limited human resources, lack of communication from the sub-district to the
Ministry, less responsive policies, lack of coordination society with third parties, lack of
productive power.

By holding socialization activities/Musrenbang every year in order to follow up
and increase equitable development in the Pabahanan sub-district area in accordance
with the ministry's expectations, where the development of facilities and infrastructure as
well as community empowerment in the sub-district area can be carried out quickly
through independent management, there must always be mutual coordination and
communication. back and forth between the RT head and other parties. sub-districts by
utilizing technology, namely creating WhatsApp groups to obtain information and fast
communication or coordination meetings between RT, RW and community leaders and
sub-district officials can also be held once a month, scheduled in the evening because
during the day most of the heads of their respective RTs work so he could not attend the
coordination meeting.

Keywords: Policy Implementation, Development of Facilities and Infrastructure,
Development of Village Funds



